
 

 

 

 

WAW A L I K O T A   Y O G Y A K A  R T A 
 

 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR   77     TAHUN  2013 

TENTANG 

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas dan dalam 
rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu 
pengaturan pengendalian pembangunan hotel;  

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a maka 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

Mengingat : 
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam 
Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada 
Bangunan Umum dan Lingkungan; 

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Tahun 
2007 Nomor 25, Seri D); 

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 21 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 
Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 
2); 

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Bangunan Gedung; 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG 
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL 

 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya. 

2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk 
prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya 
atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam 
tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan 
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial 
dan budaya maupun kegiatan khusus.  

3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan 
gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. 

5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.  

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka 
mengendalikan pembangunan hotel di Daerah. 
 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Daerah. 



 

Pasal 3 
 

Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 
Desember 2016. 

 

Pasal 4 
 

(1) Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan 
sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

(2) Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima 
pendaftaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. 

 
Pasal 5 

 
Dikecualikan dari penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pengembangan hotel yang sudah 
mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta. 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 
 
 

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal   20 November 2013                
 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 
         
                 ttd 
       

   HARYADI SUYUTI 
 

Diundangkan di Yogyakarta   
pada tanggal 20 November 2013 
 

 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
 
 ttd 
 

TITIK SULASTRI 
 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2013 NOMOR 77 
 
 


